LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor s- 4% [PK/2020
Tanggal : 3| Janu Ari 2020
HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BADUNG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
Kode Daerah: 2201
No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
1. Nama B -
2. | Objek - - :
3. Subjek - -
4, Dasar Pengenaan - -
5. | Tarif Pasal 6 Telah sesuai dengan UU Nomor
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). | 28 Tahun 2009.
6. Cara Penghitungan Pajak - | -
7. Wilayah Pemungutan - N
8. Masa Pajak - -
9. Penetapan - -

Tata Cara Pembayaran dan
Penagihan

Pasal 15

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah,
Bendahara Penerima Badan Pendapatan atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD.

Apabila Pembayaran Pajak dilakukan pada
Bendahara Penetima Badan Pendapatan atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil
penerimaan Pajek harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 (satu ) hari kerja atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Telah sesuai dengan UU Nomor
28 Tahun 2009.
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No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
(3) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan SSPD dan dicatat dalam buku
penerimaan.
11. | Kedaluwarsa - -
12. | Sanksi: -
a. Administratif B
b. Pidana Pasal 26 Telah sesuai dengan UU Nomor

(2)

@)
(4)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12,
karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat di
pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Waijib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 12,
sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah, dapat di pidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

28 Tahun 2009.
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No. - Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal |l Telah sesuai dengan UU Nomor
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Tahun 2009.
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Badung.
14. | Lain-ain - -
Jakarta, 2020
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